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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmatnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan

dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Komunikasi,Informatika,Statistik dan
Persandian Tahun 2021-2026 yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan perencanaan jangka
menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan
Sektor Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Renstra ini merupakan
dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada
tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat
pusat. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika harus sejalan
dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini
berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis
berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan
kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang
tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan
Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian pada tahun-tahun sebelumnya

sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.



Dalam penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tanah Bumbu ini menggunakan pendekatan logical framework sehingga
diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2021-2026.

Batulicin, Mei 2021
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

KabupatFn Tanah Bumbu

~N

r\
Ardiansyah,/S.Sos

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19691018 199603 1 004
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penyelenggaraan SPBE | KOMUNIKASI PUBLIK kualitas konten oot | Komunikasi publik
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Daerah penyediaan Oe"ga “"I f" :’“” "33 | Operasional atau unit 0 1 0 1 0 0
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Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber
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Penyediaan Jasa | Persentase
Penunjang | pemenuhan jasa
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Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah pembayaran Jasa sulan 1 1 1 1 1 1
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan . Pajak, dan |atau Lapangan yang Bulan 12 12 12 12 12 12
Barang Milk Perizinan Kendaraan Dinas  [terpelihara
Daerah Persentase BMD Operasional atau Lapangan
Penunjang | PD yang terpelinara 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Pemeriniahan Pemelinaraan Aset Tak Aset Tak Berwujud
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen
perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka
pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen
perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu
kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang
dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah
Bumbu 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun
melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun2021-2026

Dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, menyajikan agenda utama
perencanaaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dankendala
pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode
sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan
timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan
komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program
pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam
periode 2016-2021.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga menetapkan
sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang
dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 menjadiacuan
dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan
persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra,
hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya
penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan
penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

sebagaimana Gambar 1.1.
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Gambar .1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
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Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada

Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan :

1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi

keberhasilan pembanguan Tanah Bumbu;

2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan

logical framework;

3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan,
penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan

keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial
yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja

lembaga.
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Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2021 —2026,Adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10.

11.

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun2021-2026
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor.....Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor ........ );
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
E-Government ;
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Teknologi

Infrastruktur dan Komunikasi di Lingkup Kabupaten Tanah Bumbu;
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20. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penyesuain Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu

22. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman dalam
melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kepala

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
adalah Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program
pembangunan bidang Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian di
Kabupaten Tanah Bumbu periode 2021-2026, Sebagai pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2021-2026, Sebagai tolok
ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan
dan Akhir Masa Jabatan.

Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016-2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, dan sistematika penulisan.
BABII GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU



BAB Il

BAB IV

BAB V

Bab VI
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Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai

perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH
BUMBU

memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika,
Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi Terkait SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja
pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah

Bumbu

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



BAB VI

BAB VIi
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memuat tentang rencana program dan Kkegiatan, serta
pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun.

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

memuat tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dicapai dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
PENUTUP

memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2021-2026.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan
pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan
perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable dan partisipatif.
Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan
dalam seluruh rangkaian perencanaan, vyaitu Politik, Teknokratik,

Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah
adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan
pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan
masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan
yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan
teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif
dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan
pendekatan atas- bawah dan bawah-atas dalam perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan
di bidang perencanaan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami

peningkatan yang ditandai dengan fenomena:

10



2.1

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun2021-2026

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan,
antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi,
Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya
mekanisme perencanaan partisipatif;

3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan
mekanisme penyusunan anggaran;

4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar
tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Perangkat Daerah terkait;

5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kabupaten
Tanah Bumbu kepada masyarakat dan instansi.

6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi

informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2017 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika (Diskominfo) mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan
Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan daerah dibidang komunikasi,informatika,
persandian dan statistik;
2. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang komunikasi, informatika,

persandian dan statistik;

11
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi,

informatika, persandian dan statistik;

4. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

5. pelaksanaan administrasi Dinas;dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas

Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1.

© © N O

merumuskan kebijakan teknis dibidangkomunikasi dan informatika,
persandian dan statistiksesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
menetapkan kebijakan teknis dibidangkomunikasi dan informatika,
persandian dan statistik;

melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan
pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan
dan komunikasi publik;

melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan
pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang
penyelenggaraan e—Government;

melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan
pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidangstatistik dan
persandian;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait;
mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional,
membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis

Daerah;

10.memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan

11.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai bidang

tugas.

12
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Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

terdiri dari:

Sekretariat;

Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik;
Bidang Penyelenggaraan e-Government;
Bidang Statistik dan Persandian;

Unit Pelaksana Teknis; dan

o ok 0N RE

Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh organisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat
mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan;

2. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakatdan kearsipan;
pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;

S A

pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan
pelaporan;

8. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;

9. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10.koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

11.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;dan
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12.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut,
sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan
Dinas;

2. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran

Dinas;

menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;

melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;

melakukan penyusunan laporan keuangan;

menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

menyiapkan bahan pembinaan pegawai;

© © N o O b~ W

menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan

kearsipan;

10.menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan
perlengkapan;

11.menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan
kehumasan;

12.melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik
Daerah/Negara;

13.melaksanakan layanan pengadaan Dinas;

14. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;

15.melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

16.menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;

17.menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;

18. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan

urusan teknologi informasi;
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19.melaksanakan kooardinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
20.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan

21.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas;

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan,
kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi,
kehumasan dan pengelolaan barang milik Daerah/Negara.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;

3. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan
rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);

4. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;

5. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat
kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;

6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi,
pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik
Daerah/Negara;

7. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor;

8. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan

kerasipan;
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9. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan
retensi serta penyusutan arsip;
10.melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi
tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama,;
11.menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin,
pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/
penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
12.melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi
bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai
dan rekapitulasi absensi pegawai;
13.menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan,
kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;
14.menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
15.menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informasi;
16.menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata
naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan
kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
17.menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
18. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan tugas;
19.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan
20.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

16



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun2021-2026

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan  penyusunan rencana, program  Kkerja,
anggaran,keuangan, pengelolaan data dan informasi publik,
pendokumentasian,koordinasi  penyusunan peraturan perundang-
undanganserta pelaporan Dinas.

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

1. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan
rencana kerja dinas;

2. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis
serta Rencana Kerja Tahunan (Renja);

3. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;

4. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja
daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;

5. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran
tidak langsung dinas;

6. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja
dinas;

7. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai  dan
keperluan/kebutuhan kantor;

8. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara
pengarsipan administrasi keuangan;

9. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;

10.menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan,
pengelolaan, analisa dan penyajian data;

11.menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;

12.menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;

13.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
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14.menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan
akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan laporan-laporan kedinasan lainnya,;
15.menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil
kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan
dinas;
16.menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;
17.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk
disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan Ilaporan
pengembangan kinerja Dinas;
18.menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

19.menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan tugas;

20.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

21.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik
Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
kegiatan di bidang pengelolaan dan komunikasi publik.
Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi:
1. pengelolaan dan komunikasi publik;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan aspirasi dan produksi
informasi;
3. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan saluran komunikasi
publik dan kemitraan;
4. pelayanan informasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
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5. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bidang
Pengelolaan dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

1. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan dan komunikasi publik;

2. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan dan komunikasi publik;

3. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
serta pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan
komunikasi publik;

4. menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik;

5. menyelenggarakan pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerabh;

6. melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik;

7. melaksanakan pelayanan informasi publik;

8. melaksanakan layanan hubungan media;

9. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

10. melaksanakan penyediaan akses informasi;

11.melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

12. melaksanakanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

13.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Pengelolaan dan Komunikasi
Publik terdiri dari:
a. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi; dan

b. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan.
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1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi mempunyai

tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan

aspirasi dan produksi informasi.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut, Seksi

Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

1.

menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan kegiatan
dibidang pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;

menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang
pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;

menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media baik media
massa maupun sosial;

melaksanakan pengumpulan pendapat umum melalui survei, jejak

pendapat dan sebagainya;

5. melaksanakan pengolahan dan layanan aduan masyarakat;

menyelenggarakan standarisasi pertukaran informasi untuk database
informasi lintas sektoral;

pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional
dan pemerintah daerah;

melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan
daerah;

melaksanakan pelayanan informasi publik dalam rangka implementasi

peraturan tentang keterbukaan informasi publik;

10.menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra

positif pemerintah daerah,;

11.melaksankan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten

lokal;

12. melaksanakan pembuatan konten lokal;
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13.menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan tugas;

14.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan
15.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan

Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk
teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang

pengelolaan saluran komunikasi publik dan kemitraan.

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Seksi Pengelolaan
Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan kegiatan di
bidang pengelolaan saluran komunikasi publik dan kemitraan;

2. menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis
dibidang pengelolaan saluran komunikasi publik dan kemitraan;

3. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah
daerah/media internal;

4. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media
pemerintah daerah dan non pemerintah daerabh;

5. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi
media dan lembaga komunikasi publik;

6. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya komunikasi publik di
daerabh;

7. menyelenggarakan pengelolaan hubungan kemitraan dengan media

(media relations);
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8. menyelenggarakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan
daerah dan perangkat daerah(briefing notes, press release,
backgrounders);
9. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan
11.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

Bidang Penyelenggaraan e-Government

Bidang Penyelenggaraan e-Governmentmempunyai tugas
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di
bidang penyelenggaraan e-Government.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang
Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. penyiapan perumusan Kkebijakan dibidang penyelenggaraane-

Government;

2. pelaksanaan kebijakan,pemberian bimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan di bidang pengembangan dan pengelolaan data aplikasi;

3. pelaksanaan kebijakan,pemberian bimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan di bidang infrastruktur, telekomunikasi dan layanan e-
Government;

4. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Penyelenggaraan e-

Government mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakandibidang penyelenggaraan e-

Government;
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2. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan dibidang penyelenggaraan e-Government;
3. menyelenggarakan layanan infrasturktur dasar data center, disaster
recovery center dan TIK;
4. menyelenggarakan layanan pengembangan internet dan penggunaan
akses internet;
melaksanakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government;

melaksanakan layanan manajemen data dan informasi e-Government;

© N o a

melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi

generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;

9. mengintegrasikan layanan publik dan kepemerintahan;

10.menyelenggarakan ekosistem TIK Smart City;

11.melaksanakan penyelenggaraan Goverment Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah;

12.melaksanakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan
masyarakat;

13.melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan daerah;

14.melaksanakan fasilitasi pemberian izin yang terkait infrastruktur pos
dan telekomunikasi;

15.melaksanakan pemeliharaan infrastruktur sistem komunikasi
pemerintah daerabh;

16. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;

17.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.
Bidang Penyelenggaraan e-Government terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data Aplikasi; dan
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b. Seksilnfrastruktur, Telekomunikasi dan Layanan e-Government.

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data Aplikasi

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data Aplikasi mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan
pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan

dan pengelolaan data aplikasi

Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan

dan Pengelolaan Data Aplikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang
pengembangan dan pengelolaan data aplikasi;

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan data aplikasi;

3. menyiapkan bahan penetapan standar form